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CARA MEMPEROL_EH GANTI KERUGIAN DAN
REHABILITASI MENURUT KUHAP

Oleh: Sigid Riyanto, SH."

L Pendahuluan

Dengan berlakunya Kitab Un-
dang-undang Hukum Acara Pidana
(Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981, Lembaran Negara No. 76,

Tambahan Lembaran Negara No-

mor 3209 Tahun 1981), maka warga
negara-Indonesia yang secara kebe-
tulan tersangkut dalam perkara -pi-
dana akan lebih terjamin hak asasi-
nya. Jaminan tersebut dapat kita li-
hat pada konsideran Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 yang
antara lain menyebutkan, bahwa
Negara Republik Indonesia berda-
sarkan Pancasila dan Undang-un-
dang Dasar tahun 1945, menjun-
jung tinggi hak asasi manusia serta
menjamin segala warga negara ber-
samaan kedudukannya di dalam hu-
kum dan pemerintahan dengan
tidak ada kecualinya. Hal ini juga
berarti, bahwa hak asasi warga ne-
gara Indonesia dihormati, dijun-
jung tinggi serta dilindungi oleh Un-
dang-undang. Sebagai konsekwensi
lebih lanjut terhadap siapa saja ter-
‘masuk pemerintah yang melanggar
hukum- akan dikenakan sanksi baik
yang berupa penjatuhan pidana ter-
hadap aparatnya ataupun berupa
pembayaran ganti kerugian. Ada-

pun wujud ganti kerugian tersebut
dapat bersifat materiil dan bersifat
imateriil, ganti kerugian yang ber-
sifat materiil dapat diberikan dalam
wujud sejumlah uang, sedangkan
ganti kerugian yang bersifat imate-
riil dapat diberikan berupa rehabili-
tasi atau pengembalian nama baik.
Dalam rangka pembaharuan,
pembangunan dan pembinaan hu-
kum nasional kita harus berorienta-
si dan berpangkal tolak pada hu-
kum dasar yaitu Pancasila dan Un-
dang-Undang Dasar 1945 yang men-
junjung tinggi hak-hak asasi manu-
sia, yang ternyata telah menjadi-
dasar dan menjiwai Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena

itu penggunaan upaya paksa seba-

gaimana diatur dalam pasal 17 dan

19 Undang-undang ini dapat diin-

terpretasikan sebagai berikut:

a. Upaya paksa tersebut hendak-
nya dilaksanakan secara berhati-
hati, yaitu jika diperlukan saja.

b. Harus memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan oleh Un-
dang-undang. .

¢.. Dilakukan dalam jangka waktu
yang sangat terbatas.

d. Harus dilakukan dengan per-
siapan yang matang.
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e. Dengan bukti-bukti yang cukup.
.Kepolisian sebagai salah satu
penyidik menurut KUHAP mem-
punyai wewenang untuk melakukan
penangkapan dan penahanan dalam
suatu perkara pidana, begitu pula
menurut Undang-undang Nomor 13
Tahun 1961 tentang Ketentuan-ke-
tentuan Pokok Kepolisian Negara.
Dalam melaksanakan wewenangnya
tersebut mereka harus memenuhi
ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Hukum
Acara Pidana dan atau peraturan
“dari negara lainnya, serta dengan
senantiasa mengindahkan norma-
norma keagamaan, perikemanusia-
an, kesopanan dan kesusilaan (S Ta-
nusubroto, 1983:88). Untuk itu KA-
POLRI selaku pimpinan tertinggi di
" lingkungan Kepolisian Republik In-
donesia diserahi tugas untuk meng-
awasi agar penangkapan, penahan-
an dan perlakuan terhadap orang
yang ditangkap dan ditahan oleh pe-
jabat-pejabat Kepolisian Negara di-
lakukan berdasarkan hukum Acara
Pidana, peraturan-peraturan dari
negara lain serta norma-norma yang
berlaku. Begitu pula jaksa sebagai
alat negara penegak hukum yang
mempunyai tugas utama sebagai pe-
nuntut umum hendaknya dalam me-
laksanakan tugasnya selalu menjun-
jung tinggi hak-hak asasi rakyat dan
hukum Negara (pasal 1 Undang-un-
dang Nomor 15 Tahun 1961). Lebih
lanjut dikatakan oleh Whiney Noert
Seymour bahwa, Polisi dan Penun-
tut Umum merupakan unsur yang
menentukan dalam hal mencari ke-
adilan dan tak seorangpun mempu-

nyai posisi yang lebih sensitif bila
mana memasuki masalah bagaima-
na hukum ditegakkan (Whiney
Noert Seymour, Chapter 8, hal 89).
Begitu pula seperti yang dikemuka-
kan oleh Jonathan D. Casper bah-

wa, Polisi dinilai sebagai menja--

lankan tugas mulia, yaitu menjaga
ketentraman serta melindungi nya-
wa dan harta, tetapi mereka itu ti-
dak dapat dan tidak boleh berbuat

semau-maunya dalam mengguna-.

kan upaya paksa (Penangkapan pe-
nahanan maupun tindakan lain tan-
pa alasan yang berdasarkan Un-
dang-undang) terhadap seseorang,
sebab setiap orang mempunyai ke-
bebasan dan hak asasi yang dijamin
dan dilindungi oleh Undang-un-
dang, sehingga tidak boleh diperla-
kukan secara sewenang-wenang (Jo-
nathan D.Casper, 1972:8).

Seperti yang penulis kemuka-
kan di atas, sebagai konsekwensi

adanya jaminan terhadap hak asasi .

dalam KUHAP antara lain adalah
pemberian ganti kerugian, baik
dalam wujud sejumlah vang mau-
pun rehabilitasi atau pengembalian
nama baik. Oleh karena itu apabila
terjadi- penangkapan, penahanan,
penuntutan, pengajuan ke muka: si-
dang Pengadilan ataupun tindakan
lain tanpa alasan yang ‘sah berda-
sarkan Undang-undang terhadap se-
seorang atau karena kekeliruan me-
ngenai orangnya, maka orang terse-
but berhak menuntut ganti kerugian
dan atau rehabilitasi (pasal 95 ayat 1

‘dan pasal 97 ayat 3 KUHAP). Se-

dang bagi pejabat atau petugas yang
dengan sengaja melakukan perbuat-

an tersebut dapat dipidana (pasal 9

ayat 2 Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970). :
" Sebelum berlakunya Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 masa—
lah ganti kerugian dan rehabilitasi
telah diatur di dalam Undang-un-
dang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekua}-
saan Kehakiman yang kemudian di-
jabarkan lebih lanjut dalam Pasal
95, 96 dan 97 dalam Undang-un-
-dang Nomor 8 Tahun 1981 yang ke-
mudian diatur dalam Peraturan Pe-
merintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
. undang Hukum Acara Pidana, khu-
susnya pada Bab 1V. dan V, sedang
bagaimana tentang tata cara pemba-
yaran ganti kerugian diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Re-
publik Indonesia Nomor 983/KMK.
01/1983 tentang Tatacara Pemba-
yaran Ganti Kerugian. Menurut Un-
dang-undang Nomor 8 Tahun 1981
pasal 1 butir 22 pengertian ganti ke-
rugian adalah hak seseorang untuk
mendapatkan pemenuhan atas tun-
tutannya yang berupa imbalan se-
jumlah uang karena ditangkap, di-
'tahan, dituntut ataupun diadili tan-
pa alasan yang berdasarkan Un-

i dang-undang atau karena kekeliru-

an mengenai orangnya atau hukum
_yang diterapkan menurut cara yang
diatur dalam KUHAP. Sedang pe-
ngertian rehabilitasi menurut Pa_sal
1 butir 23.Undang-undang No. 8
Tahun 1981 ini adalah merupakan
hak seseorang untuk mendapatkan
pemulihan haknya dalam kemam-
puan, kedudukan dan harkat serta

- tingkat
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martabatnya yang diberikan pada
penyidikan, penuntutan
atau peradilan karena ditangkap,

" ditahan, -dituntut ataupun diadili

tanpa alasan yang berdasarkan Un-
dang-undang atau kekeliruan me-
pgenai orangnya ataupun hukum
dan diterapkan menurut cara yang
diatur dalam Undang-undang ini.
Dan pengertian rehabilitasi menurut
penjelasan pasal 9 Undang-undang -
No. 14 Tahun 1970 adalah merupa-
kan pemulihan hak seseorang dalam
kemampuan atau_ posisi semula
yang diberikan oleh Pengadilan.

" Untuk pembahasan lebih lanjut
pehulis hanya akan mg:njelaskan pa-

~ da masalah ganti kerugian dan reha-

bilitasi yang diatur dalam KUHAP |

serta beberapa peraturan pelaksana-

annya. Dan pembahasannya akan
dibatasi pada hal-hal sebagai ber-
ikut: _

1. Siapakah yang dapat mengaju-
kan tuntutan ganti kerugian dan
rehabilitasi? '

2. Bagaimanakah cara memperoleh
ganti kerugian dan rehabilitasi
menurut KUHAP?

3. Bagaimanakah realisasi peng-
ajuan permintaan penggabung-

" antuntutan ganti rugi yang ber-
sifat keperdataan dengan perka-
ra pidana?.

1I. Pihak-pihak yang dapat meng-
ajuk’an tuntutan ganti kerugian -
dan rehabilitasi. _

Pada pasal 95 ayat 1 KUHAP
ditentukan, bahwa  tersangka - ter-
dakwa, atau terpidana berhak me-

nuntut ganti kerugian karena di-
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tangkap,. ditahan, dituntut dan di-

adili atau dikenakan tindakan lain
tanpa alasan yang berdasarkan Un-.

dang-undang atau karena kekeliru-
an mengenai orangnya atau hukum
yang diterapkan. Pada ayat 2 pasal
tersebut juga disebutkan bahwa tun-
tutan ganti kerugian oleh tersangka
atau ahli warisnya atas penangkap-
an atau penahanan serta tindakan
lain tanpa alasan-yang berdasarkan
Undang-undang atau karena kekeli-
ruan mengenai orangnya atau hu-
‘kum yang diterapkan sebagaimana
yang disebutkan pada ayat 1 di atas
sedang perkaranya tidak diajukan
ke Pengadilan Negeri diputus dalam
sidang praperadilan seperti yang di-
atur dalam pasal 77 Undang-undang
ini. Lebih lanjut juga disebutkan
dalam ayat 3 pasal 95 KUHAP ini
yaitu, bahwa tuntutan ganti kerugi-
an sebagaimana yang dimaksud da-
lam ayat 1 diajukan oleh tersangka
~terdakwa, terpidana atau ahli waris-
nya kepada pengadilan yang berwe-
nang mengadili perkara yang ber-
~sangkutan. Demikian juga dalam
Keputusan Menteri Keuangan No.
983/KMK.01/1983 pasal 1 b dise-
butkan, bahwa yang berhak menda-
patkan ganti kerugian adalah orang
atau ahli warisnya yang oleh Pra-
peradilan/Pengadilan Negeri dika-
bulkan . permohonannya untuk
memperoleh-ganti kerugian.
Berdasarkan bebérapa ketentu-
an seperti telah penulis sebutkan di-
atas, maka dapat diperoleh kesim-

. Tersangka.

. Terdakwa. -

. Terpidana. ‘

. Korban dari suatu perbuatan pi-
dana (pasal 98-101 KUHAP).

5. Ahli warisnya jika orang-orang
yang disebut dalam nomor 1
sampai dengan 4 diatas telah me-
ninggal dunia sebelum haknya
diajukan.

. Sedangkan alasan untuk meng-
ajukan tuntutan ganti kerugian an-
tara lain karena yang bersangkutan
telah ditangkap, ditahan, diadili
atau dikenakan tindakan lain.

a. Tanpa alasan yang berdasarkan
Undang-undang, atau

b. Kekeliruan mengenai orangnya,
atau -

¢. Karena kekeliruan mengenai hu-
- kum yang diterapkan.

Adapun yang dimaksud. dengan di-
kenakan tindakan lain, ialah pema-
sukap rumah, pengggledahan -dan
penyitaan tanpa alasan yang syah
menurut hukum. Untuk lebih jelas-
nya mengenai siapa-siapa yang da-

HOU N

‘pat mengajukan tuntutan ganti ke-

rugian_dan atau rehabilitasi -sampai
;_)ada tingkat penuntutan dapat di-
lihat dalam daftar berikut:

pulan, bahwa yang dapat atau ber-
hak mengajukan tuntutan ganti ke-

rugian dan atau rehabilitasi adalah:

Peamgkapan Peaabanan [
Pakp Pabia Fhta M | Keterangan
. Prdkn Fuitn :
s Imls|{m)s{mls | |5 .':.M b
- |er | - {GaFor | - |or | - |GRepanting
Koban | - | - - Ketan
- -F-Jer]|- |or [*°K
| pets
ik § -~ (- |- t- - [x )= |-
- -|-t-1-1-~1-1-1%

F)

" Keterangan: : -
‘1. Penangkapan tidak sah, berartl

-telah dirugikan sehingga ter-
- sangka berhak menuntut ganti .
kerugian.

2. Penahanan tidak sah, padahal
tersangka telah ditangkap dan
ditahan, berarti ia telah dirugi-
kan sehingga ia berhak menun-
tut ganti kerugian..

3. Penghentian _penyidikan atau
penghentian penuntutan sah,
perarti tersangka tidak bersalah
sedang kepadanya. telah ditang-
~ kap dan ditahan, ‘hal ini berarti
tersangka dirugikan maka ia
“berhak untuk menuntut ganti
kerugian. . .
4. Penghentian penyidikan atau pe-
- puntutan tidak sah, berarti ter-
sangka bersalah, akan tetapi su-
dah terlanjur dihentikan yang
seharusnya disidik atau dituntut.
Dalam hal ini yang paling dirugi-
kan/paling menderita kerugian

adalah pihak korban, schingga

pihak ‘korban mempunyai hak

untuk mengajukan tuntutan

ganti kerugian.
Disamping yang telah penulis
sebutkan diatas, adalagi ganti k_eru-

gian setelab Herziening yaitu ganti
kerugian yang diberikan setelah pe-.

ninjauan kembali terhadap keputus-
an Pengadilan yang telah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap bahkan
terpidana telah menjalankan seba-

gian pidana yang dijatuhkan oleh"
hakim seperti pada kasus Sengkon .

dan Karta. Tetapi dikare_nakan per-
aturan perundang-undangan Yyang
mengatur tentang ganti kerugian se-
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telah herziening belum- ada, maka
_ penyelesaiannya lalu dialihkan men-
. jadi gugatan perdata. '

Kalau kita kembali melihat daf-
tar diatas terutama pada penghenti-
an penyidikan dan penuntutan yang
tidak sah sehingga menimbulkan ke-
rugian bagi korban, maka yang ber-
‘salah disamping tersangka atau ter-

. dakwa, pejabat juga dapat ‘dipersa-

lahkan karena dalam melaksanakan
pekerjaannya yang tidak benar (tan-
da K). Selanjutnya bagaimanakah
tanggung jawab pejabat tersebut?.
Dan siapakah yang harus membayar
ganti kerugiannya?. Terhadap ke-
dua persoalan tersebut KUHAP ti-
dak mengatur secara egas, hanya
disebutkan dalam pasal 95 yang an-
tara lain dikatakan tersangka, ter-
dakwa atau terpidana dapat meng-
ajukan tuntutan ganti kerugian ka-
rena ditangkap, ditahan, dituntut
atau dikenakan tindakan lain tanpa
alasan yang sah berdasarkan Un-
dang-undang maupun kekeliruan
mengenai hukum atau orangnya.
Kalau kita lihat isinya bunyi pasal
95 KUHAP tersebut hanyalah me-
rupakan p'enegasah bunyi pasal 9
ayat 1 Undang-undang No. 14 Ta-
hun 1970, untuk itu terhadap penye- '
lesaian persoalan yang pertama kita
dapat menggunakan pasal 9 ayat 2
Undang-undang tersebut yang se-
lengkapnya disebutkan, bahwa Pe-
jabat yang dengan sengaja melaku-
kan perbuatan sebagaimana_ terse-
but dalam ayat 1 dapat dipidana.
Terhadap pejabat tersebut dapat di-
tuduh merampas kemerdekaan dan
kepadanya diancam pidana menu-
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rut pasal 333 dan 334 KUHP (Andi
Hamzah, 1983:202), serta pasal 52
KUHP bilamana pejabat tersebut
dalam melakukan perbuatan pidana
telah melanggar suatu kewajiban
khusus dari jabatannya, - atau
memakai  kekuasaan, .kesempatan
atau sarana yang diberikan karena
jabatannya, maka pidananya dapat
ditambah sepertiga. Selanjutnya pa-
sal 333 KUHP berbunyi, Barang-
siapa dengan sengaja dan melawan
hukum merampas kemerdekaan se-
seorang atau meneruskan kemerde-
kaan seseorang yang demikian di-
ancam dengan pidana penjara pa-
ling lama 8 tahun. Jika perbuatan
itu mengakibatkan luka-luka berat,
maka yang bersalah dikenakan pi-
dana penjara paling lama 9 Tahun
(ayat 2). Jika mengakibatkan mati,
dikenakan pidana penjara paling la-
ma 12 tahun {ayat 3). Pidana yang
dltentukan dalam pasal ini berlaku
juga bagi orang yang dengan senga-
ja memberi tempat untuk perampas-
- an kemerdekaan yang melawan hu-

kum (ayat 4). Adapun pasal 334

KUHP berbunyi, Barangsiapa kare-
na kealpaan menyebabkan sese-
orang dirampas kemerdekaannya
- secara melawan. hukum, atau dite-
ruskan kemerdekaan yang demiki-
an, diancam dengan kurungan pa-
ling l]ama 3 bulan atau denda paling
banyak Rp 300,- (ayat 1). Jika per-
buatan itu mengakibatkan luka-
luka berat, maka yang bersalah di-
kenakan kurungan paling lama 9
bulanan (ayat 2). Dan jika mengaki-
batkan mati, dikenakan kurungan
paling lama 1 tahun (ayat 3).

Sedangkan untuk persoalan
yang kedua yaitu mengenai siapa-
kah yang harus membayar ganti ke-
rugian, penulis berpendapat bahwa
pemerintah secara tidak langsung
telah  menyanggupkan diri untuk
memenuhi pembayaran ganti keru-
gian. Hal ini. sebagaimana tersirat
dalam bunyi pasal 5§ Keputusan
Menteri Keuangan RI No. 983/
KMK.01/1983 tentang tata cara
Pembayaran Ganti Kerugian. Se-
lengkapnya pasal 5 tersebut ber-
bunyi, Terhadap pejabat yang kare-
na kesalahan, kealpaan atau kelalai-
annya mengakibatkan Negara harus
membayar ganti kerugian, dapat di-

kenakan tindakan sesuai dengan -

peraturan yang berlaku.

Untuk persoalan ini beberapa
ahli antara lain DR. Andi Ham-
zah,SH, Wirjono Prodjodikoro,
Prof.Subekti berpendapat bahwa
Negara harus membayar tuntutan
ganti kerugian dari penderita atau
ahli  warisnya. Secara  singkat
DR.Andi Hamzah mengatakan.
Perlu diatur pula dalam peraturan
pelaksanaan mengenai siapa yang
harus membayar ganti kerugian ini
apakah Negara, Penyidik, Penuntut

‘umum atau Hakim. Untuk ini

beliau menyarankan agar sebaiknya
Negaralah yang membayar ganti ke-

. rugian kecuali tindakan tersebut dj-

sengaja atau mengetahui tindakan-
nya melawan hukum (Andi Hamzah
1983:202). Begitu pula Wirjono
Prodjodikoro mengatakan, bahwa’
Negaralah yang langsung bertang-

gung jawab berdasarkan atas ang-

gapan para pegawai negeri merupa-

kan alat belaka dari Negara (Wirjo-
no Prodjodikoro, 1967:77). Selan-
jutnya Prof.Subekti mengatakan,

‘bahwa adalah tidak tepat untuk me-

nuntut oknum Polisi, oknum Jaksa
atau oknum Hakim karena mereka
menjalankan tugas sebagai alat Ne-
gara, yang bertanggung jawab ten-

.tang pelaksanaan suatu tugas kene-

garaan adalah Négara. Bahwa
oknum-oknum tersebut mungkin
perlu dikoreksi, itu terserah kepada
Kejaksaan sebagai Penuntut Umum
atau pimpinan masing-maing ins-
tansi (Harian Kompas, Subekti
Tgl.2-2-1982, hal. IV).

III. Cara Memperoleh Ganti Keru-
gian dan Rehabilitasi Menurut
KUHAP
.Berbicara mengenai hak untuk

memperoleh ganti kerugian dan re-
habilitasi bagi seseorang yang telah

dikenai tindakan-tindakan tanpa

alasan yang berdasarkan Undang-
undang atau karena kekeliruan
orangnya atau hukum yang diterap-
kan sering menimbulkan permasa-
Tahan, karena hak memperoleh gan-
ti kerugian dan rehabilitasi ini bu-
kan merupakan hak seperti halnya

hak memperoleh gaji bagi seorang-

buruh atau pegawai yang telah me-
menuhi -kewajibannya kemudian

' akan diberikan dengan sendirinya

tanpa memeriukan prosedur yang

berbelit-belit. Dan bukan pula. se- -

perti halnya hak seseorang untuk
'r'nemperoleh warisan dari pewaris-
nya yang tidak memerlukan suatu
keaktifan khusus dari yang bersang-
kutan.
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Untuk memperoleh ganti keru-
gian dan rehabilitas pasal 95 ayat 1
menentukan, bahwa tersangka, ter-

- dakwa atau terpidana berhak me-

nuntut ganti kerugian karena di-
tangkap, ‘ditahan, dituntut dan di-
adili atau dikenakan tindakan lain,
tanpa alasan yang berdasarkan Un-.
dang-undang atau kekeliruan me-

- ngenai orangnya atau hukum yang

diterapkan, serta pasal 97 ayat

KUHAP yang berbunyi, seorang

berhak memperoleh ' rehabilitasi

apabila oleh Pengadilan diputus be-
bas atau diputus lepas dari segala
tuntutan hukum yang putusannya
telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Kalau kita lihat dari bunyi ke-
dua pasal dalam KUHAP diatas,
hak untuk menuntut di sini artinya
adalah hak untuk mengajukan tun-
tutan kepada yang berwajib, bukan -
merupakan hak untuk menerima
ganti kerugian. Oleh Karena-itu un-
tuk memperolehnya pihak yang ber-
sangkutan harus bertindak aktif,
yaitu mengajukan permohonan me-
lalui prosedur yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Maka tidak menghe-
rankan apabila yang bersangkutan
terutama bagi mereka yang masih
awam dan belum begitu faham pada
prosedur tentang bagaimana cara
memperoleh dan mengajukan tun-

tutan ganti kerugian dan rehabilita- .

si.

A. Cara Memperoleh Ganti Kerugi-
an’ _
“Mengenai persoalan ini KU-

HAP semula memang belum mem-
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- berikan cara-cara yang jelas dan te- -

gas, oleh karena itu tidaklah meng-
herankan jika ada yang mengatakan
bahwa, KUHAP Indonesia memang
belum lengkap, sehingga masih di-
perlukan peraturan pelaksanaannya
guna mengisi kekurangannya (Kom-
pas Oemar Seno Adji Tgl. 11 Fe-
bruari 1983, hal XII). Lebih lanjut
beliau juga mengatakan, bahwa pa-
da saat itu ada bekas tahanan yang
berhasil memenangkan perkaranya

dalam praperadilan di Pengadilan

Negeri. Artinya penyidikan dan pe-
nahanan terhadap dirinya tidak da-
pat dibenarkan, karena ia memang
tidak bersalah dan sidang praper-
adilan di Pengadilan Negeri mem-
buktikan bahwa ia tidak bersalah

dan kepadanya dimungkinkan un-.

tuk mengajukan. tuntutan ganti ke-
‘rugian. Namun belum diketahui de-
ngan pasti pihak mana yang harus
dihuburrgi guna memperoleh ganti
kerugian. Adi Handojo, SH juga
mengatakan, bahwa selama belum
ada - peraturan pelaksanaan
KUHAP, maka putusan praperadil-
an mengenai ganti belum dapat di-
laksanakan (Kompas, 10 Januari
1983, hal III). Bahkan Hakim
Agung Pengawas Wilayah DKI Ja-
karta telah mengirimkan surat di
daerah tersebut yang memberitahu-
kan, bahwa masalah ganti rugi
dalam putusan praperadilan belum

dapat dilaksanakan karena belum™
ada ketegasan tentang instansi mana

yang harus membayarnya (Kompas,

10 Januari 1983, hal III).

Setelah KUHAP di Undangkan
pada tanggal 31 Desember Tahun

. 1981 dan dinyatakan berlaku sejak
saat itu juga, maka secara otomatis .
berlaku sebagai hukum positif di In--

- donesia dengan segala kelebihan

dan kekurangannya. Dan selama sa-
tu tahun perjalanan KUHAP sejak
mulai berlaku memang terdapat ke-
lemahan' dan kekurangan, yaitu an-
tara lain mengenai penggunaan
istilah, perumusan- yang tidak
sikron dan kurang jelas serta keku-
rangannya pada masalah ganti keru-
gian, rehabilitasi, praperadilan, per-
kara koneksitas dan lain-lainnya.
Oleh karena itu memerlukan per-
aturan pemerintah atau Menteri
yang akan menyempurnakan KU-
HAP dimasa yang akan datang
{Bambang Poernomo, 1984:9 dan
10)

Dalam perkembangannya ma-
salah ganti kerugian disamping be-
berapa pasal yang dimuat dalam
KUHAP yaitu pasal 95 dan 96 juga
telah diatur dalam dua peraturan
yaitu dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe-

- laksanaan Kitab Undang-undang

.Hukum Acara Pidana dan Keputus-

_an Menteri Kevangan Republik In-

donesia Nomor 983/KMK.01/1983
tentang Tata Cara Pembayaran gan-
ti Keruglan

Kalau kita kaji kembah bunyi
pasal 95 KUHAP, maka ada dua je-

-nis pemeriksaan terhadap tuntutan

ganti kerugian yaitu tuntutan ganti
kerugian oleh tersangka, terdakwa,
atau terpidana karena ditangkap,
ditahan, dituntut dan diadili atau
dikenakan tindakan lain tanpa alas-
an - yang berdasarkan - undang-

undang atau karena kekeliruan me-
ngenai orangnya atau hukum yang
diterapkan dimana terhadap perka-
ra tersebut sudah diajukan ke Peng-
adilan, dan tuntutan ganti kerugian
oleh seseorang yang telah terkéna
tindakan seperti tersebut di atas te-
tapi perkaranya tidak diajukan ke
Pengadilan Negeri.
Untuk jenis yang pertama tun-
tutan ganti kerugian dapat diajukan
oleh tersangka, terdakwa, terpidana

_atau ahli warisnya kepada Pengadil-

an yang berwenang mengadili per-

kara yang bersangkutan, dan untuk

memeriksa dan memutus perkara

tersebut ketua Pengadilan sejauh

mungkin -menunjuk hakim yang
sama yang telah mengadlh perkara
pidananya.

Dan untuk jenis yang kedua_

tuntutan ganti keru glan dapat diaju-
kan oleh tersangka atau ahli waris-

" nya, dan tuntutan térsebut diajukan
ke Pengadilan Negeri serta perkara- -
nya akan diputus di sidang praper- .

adilan sebagaimana yang diatur
dalam pasal 77 KUHAP sehingga
Pengadilan Negeri berwenang untuk
memutus tentang, sah atau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghen-
tian penyidikan atau. penghentian
penuntutan serta memutus tentang
ganti kerugian dan atau rehabilitasi
bagi seseorang yang perkara pidana-
‘nya dihentikan pada tingkat penyi-
dikan atau penuntutan _(pasal 77
KUHAP). Jangka waktu pengajuan
tuntutan ganti kerugian pada jenis
yang pertama adalah 3 (tiga) bulan
dihitung sejak putusan Pengadllan

. mempunya1 kekuatan hukum tetap,
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sedang dalam hal tuntutan ganti ke-
rugian' pada perkara yang dihenti-
kan pada tingkat penyidikan atau
tingkat penuntutan jangka penun-
tutannya adalah 3 (tiga) bulan di-
hitung dari saat pemberitahuan pe-
netapan praperadilan (pasal 7 PP
No. 27 Thn. 1983). -
Menurit PP No 27 Thn 1983,
maka pemerintah menentukan batas
minimal dan maksimal yang dapat
dibayar oléh Negara, terhadap tun-

.tutan ganti kerugian yang diajukan
~ oleh pihak yang telah dirugikan oleh

tmdakan aparatnya. Adanya ganti

" kerugian tersebut diwujudkan se-
- jumlah uang serendah-rendahnya

Rp 5.000,- dan setinggi-tingginya
Rp 1.000.000,- sebagai imbalan. Im-
balan tersebut dapat dinaikkan
menjad'i setinggi-tingginya
Rp 3.000. 000, , jika dalam hal pe-
nangkapan, penahanan dan. tin-
dakan lain sebagaimana yang di-
maksud dalam pasal 95 KUHAP
mengakibatkan yang bersangkutan
sakit atau cacat 'sehingga tidak me-
lakukan pekerjaan sebagaimana
mestinya atau mati. )
Dalam hal ini dapat penulis ku-
‘tipkan kembali suatu contoh ten-.
tang besarnya ganti kerugian yang -
pernah ditetapkan oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Utara yang diajukan »
melalui pemeriksaan acara praper-

" adilan No.06/1982/Pra Per (S Ta-

nusubroto,SH, hal 90 dan 91). Ada-
pun diktum dari penetapan pada
huruf ¢ dinyatakan, bahwa: Permo-
-honan tuntutan ganti rugi para pe-
mohon dapat diterima, karena pe-
nangkapan dan penahanan dilaksa-
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~ nakan tanpa alasan yang berdasar-
‘kan Undang-undang masing-masing
Rp 50.000,- Kepada BILLY YANI
. LESMANA.
Rp 25.000,- Kepada THE TIONG
ENG. '
Rp20.000,- Kepada JUMARL
Rp 20.000,- Kepada SABAR.
Rp 20.000,- Kepada WAGING.
Menurut hemat penulis keten-
tuan besarnya maksimal ganti keru-
gian yang ditetapkan oleh pemerin-

tah dalam PP No.27 Thn. 1983 se-

b_agaimana telah disebut diatas ma-
sih terlalu sedikit/kecil jika diban-

dingkan dengan kerugian matenil

maupun penderitaan yang telah di-
alaminya, apalagi jikayang ber-
sangkutan sampai sakit atau cacat
schingga tidak dapat menjalankan
.pekerjaan atau bahkan sampai me-
ninggal lalu bagaimana dengan
_nasib keluarga atau anak yang di-
tinggalkan. Serta dalam hal ini juga
perlu diingat, bahwa kadangka-
dang mereka juga menggunakan
jJasa penaschat hukum yang  npota
bene juga harus membayar jasanya.
Dalam bal ini penulis juga menya-
dari dalam menentukan besarnya
ganti kerugian Pemerintah juga ha-
rus memperhatikan keuangan Nega-

ra, namun demikian dikarenakan . .

menyangkut nilai uang maka menu-
rut hemat penulis Pemerintah periu
memperhatikannya. _

Terlepas dari besarnya ganti
kerugian minimal atau maksimal
yang telah ditentukan oleh Pemerin-
tah sebagai telah penulis uraikan di-
atas, Hakim wajib segera memerik-

sa perkara tumiutan ganti kerugian

. dan dalam waktu 7 hari Hakim ha-

rus sudah membuit penetapan ten-
tang diterima atau tidaknya tuntut-
an ganti kerugian yang diajukan
(pasal 82 ayat 1 c yo pasal 95 ayat 5
KUHAP). Penetapan dibuat dengan
dls?rtai alasan-alasannya, = dan
petikan penetapan tersebut disam-
paikan kepada pemohon dalam
waktu 3 hari setelah penetapan di-
ucapkan, salinan penetapan ganti
kerugian disampaikan kepada Pe-
nuntut Umum, Penyidik dan Direk-
torat Jenderal Anggaran yang da-

lam ini adalah Kantor Perbendara-

an Negara setempat.
Berdasarkan Surat penetapan

Pengadilan pembayaran ganti keru-

gian dilakukan oleh Menteri Ke-

uvangan (pasal 11 PP No.27 Thn."

1983), oleh karena itu Menteri Ke-
uangan mengatur tentang Tata Cara
Pembayaran Ganti Kerugian, yaitu
Keputusan No.983/KMK.01/1983.
Adapun tata cara pembayaran ganti
’kerugian sebagaimana yang diatur
dalam keputusan Menteri Keuangan
tersebut, pertama Ketua Pengadilan
Negeri setempat mengajukan per-
mohonan penyediaan dana kepada
Menteri Kehakiman cq. Sekretaris
Jenderal Departemen Kehakiman.
Selanjutnya Menteri Kehakiman cq.
Sekretaris Jenderal Departemen Ke-
hakiman mengajukan permintaan
penerbitan Surat Keputusan Otori-
sasi (SKO) kepada Menteri Keuang-
an cq. Direktur Jenderal Anggaran
disertai dengan tembusan penetapan
Pe.ngadilan yang menjadi dasar per-
mintaannya. Kemudian Menteri Ke-

yangan cqg.Direktur Jenderal Ang-
garan menerbitkan SKO atas beban
Bagian Pembayaran dan perhitung-
an APBN rutin. Dan SKO tersebut
disampaikan kepada yang berhak.
Berdasarkan SKO yang bersangkut-
an berhak mengajukan permohonan
pembayaran kepada Kantor Perben-
daharaan Negara (KPN) melalui Ke-
tua Pengadilan Negeri setempat de-
ngan melampirkan SKO- dan petik-
an penetapan Pengadilan yang asli
dan foto copy atau salinannya. Oleh
Ketua Pengadilan setempat permo-
honan tersebut diteruskan kepada
KPN dengan disertai Surat Permin-
taan Pembayaran (SPP). Kemudian
berdasarkan SKO, Surat Permo-
honan dari yang berhak serta SPP
dari Ketua Pengadilan Negeri se-
tempat KPN menerbitkan Surat Pe-
rintah  Membayar (SPM) kepada
yang berhak sebagai beban tetap
dan asli petikan penetapan Peng-
adilan akan dikembalikan kepada
yang berhak setelah dibubuhi cap,
bahwa telah dilakukan pembayar-
an, oleh KPN.

B. Cara Memperdleh Rehabilitasi
Sebagaimana telah ditentukan

dalam pasal 97 ayat 1 KUHAP, .

bahwa syarat untuk mendapatkan
rehabilitasi adalah apabila sese-
orang itu oleh Pengadilan telah di-
putus bebas dari segala tuduhan
atau dilepas dari segala tuntutan hu-
kum yang putusannya telah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap. Dalam
hal Hakim memberikan putusan
yang demikian, maka rehabilitasi
tersebut diberikan dengan mencan-
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tumkan sekaligus dalam diktum pu-
tusan pengadilan termaksud {(pasal

'97 ayat 1 dan 2 KUHAP). Dan un-

tuk permintaan rehabilitasi oleh ter-
sangka atas penangkapan atau pe-
nahanan tanpa alasan yang berda-
sarkan Undang-undang atau kekeli-
ruan mengenai orangnya atau hu-
kum yang diterapkan yang perkara-
nya tidak diajukan ke Pengadilan
negeri akan diputus.oleh hakim pra-
peradilan. Permintaan rehabilitasi
‘yang perkaranya tidak diajukan ke
P_engadilan Negeri dapat diajpkan
oleh tersangka sendiri, keluarga

- atau kuasanya kepada Pengadilan

yang berwenang dalam waktu .14
(empat belas hari) setelah putusan
mengenai sah tidaknya penangkap-
an atau penangkapan diberitahukan
kepada pemohon. Petikan penetap-
an praperadilan ‘akan disampaikan
kepada pemohon oleh Panitera dan
salinannya diberikan kepada penyi-
dik dan Penuntut Umum yang me-
nangani perkaranya, serta disam-
paikan pula kepada instansi tempat
bekerja yang bersangkutan dan ke-
pada Ketua Rukun Warga di tempat
tinggal yang bersangkutan.

Sekarang persoalannya adalah
apakah pemberian rehabilitasi yang
dengan hanya mencantumkan da-
lam keputusan seperti tersebut di
atas itu sudah cukup bermanfaat
bagi yang bersangkutan?. Menurut
hemat penulis, pemberian secara de-
mikian itu masih kurang berman-
faat bagi yang bersangkutan, sebab
rehabilitasi itu merupakan pemulih-
an seseorang pada kemampuan, ke-
dudukan dan harkat serta martabat-
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nya, jadi bgrsi'fat immateriil, tidak
seperti halnya pemberian ganti ke-
rugian yang bersifat materiil yang

kemanfaatannya. dapat dirasakan -

secara langsung oleh yang bersang-
kutan. Pada hakekatnya rehabilitasi
itu kemanfaatannya baru dapat di-
rasakan secara mantap oleh yang
bersangkutan, apabila mengenai re-
habilitasi atas dirinya telah diketa-
hui oleh masyarakat umum, atau
minimal masyarakat disekitar-
nya/tempat tinggal yang bersang-
kutan. Memang secara teoritis pu-
‘tusan Hakim (Pengadilan) diputus-
kan/diucapkan dimuka umum, na-
‘mun kenyataannya umum disitu
masih terbatas pada- orang-orang
tertentu yang kebetulan hadir dalam
persidangan, sehingga pemberian
rehabilitasi -tadi belum meluas,
maka kadang-kadang tidaklah
mengherankan apabila ‘ada orang
yang masih memandang rendah ter-
hadap diri orang lain yang pernah
disangka terlibat dalam perbuatan
pidana padahal orang tersebut su-

dah mendapatkan rehabilitasi dari -

Pengadilan, karena orang yang me-
mandang rendah atau berlaku sinis
tadi memang belum tahu bahwa
orang tersebut telah direhabilitasi.

Oleh karena itu, pemberian re-
habilitasi tersebut, seyogyanya - se-
lain " dicantumkan dalami putusan
perkara, juga lebih baik lagi apabila
diumumkan melalui media lain,
seperti surat kabar, radio, tele-visi

dengan tujuan agar lebih dapat

diketahui oleh umum/masyarakat
luas, baik dengan atau tanpa idzin
yang bersangkutan serta atas biaya

Negara. Kalau wajah Koruptor

layak ditayangkan di Televisi,
maka wajarlah jika 'wajah orang
yang mendapatkan rehabilitasi juga
ditayangkan.

IV. Ganti Rugi Terhadap Pihak Ke
Tiga :

Suatu realisasi yang lain dari
perlindungan hak asasi manusia
yang telah menjiwai KUHAP, maka
pihak korban yang telah menderita
dan dirugikan sebagai akibat dari
perbuatan melawan hukum, juga
harus diberikan hak untuk meng-
ajukan tuntutan ganti kerugian, di-

. samping itu KUHAP juga menghen-

daki pelaksanaan azas peradilan
cepat, sederhana dengan biaya ri-

ngan/murah. (Pedoman Pelaksa-

naan KUHAP, hal 12), Untuk itu
KUHAP memberikan kemungkinan
penggabungan perkara gugatan
ganti rugi dari korban sebagai
akibat dilakukannya perbuatan pi-
dana yang sifatnya perdata diga-
bungkan pada perkara pidananya,
dan ganti rugi tersebut dibebankan
sepenuhnya kepada pelaku, besar-
nya ganti rugi yang dapat dituntut/
diajukan tidak dibatasi seperti hal-

nya pada tuntutan ganti kerugian -

sebagaimana diatur dalam PP 27
Thn. 1983, namun sepenuhnya akan
menjadi kewenangan hakim yang
memeriksa perkaranya.

Dalam KUHAP mengenai tun-
tutan ganti rugi terhadap pihak
ketiga diatur dalam pasal 98 yaitu.
pada kalimat yang mengatakan,
...menimbulkan kerugian bagi
orang lain..., kemudian juga dije-
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. laskan dalam penjelasannya, bahwa

yang dimaksud dengan kerugian
bagi orang lain termasuk kefuglan
pihak korban. Atas permintaan
orang lain itu hakim ketua sidang

~ dapat menetapkan pemeriksaan se-
" cara bersama-sama antara perkara

pidananya dengan tuntutar_l ganti
rugi yang diajukan oleh pihak ke
tiga/orang lain tersebut.
Permintaan penggabungan ter-
sebut hanya dapat diajukan selam-.
bat-lambatnya sebelum penuntut
umum mengajukan tuntutan pida-
nanya. Dalam hal penuntut umum
tidak hadir, permintaan diajukan
selambat-lambatnya sebelum hakim
menjatuhkan putusannya. T c.erha-.
dap pemeriksaan tuntutan ganti rugl
ini ditentukan hukum acara perdata
berlaku sepanjang tidak diatur lain
dalam KUHAP. Selanjutnya menu-
rut pasal 99 ayat 1 dan 2 KUHAP,

- ganti kerugian yang dapat dipu'_tus
- hanya terbatas pada penggantian
. biaya yang telah dikeluarkan oleh

pihak yang dirugikan, sehingga tun-

tutan yang lain dari pada itu harus -

dinyatakan tidak dapat diterima.
Untuk itu harus diajukan dalam
gugatan perkara perdata biasa.
Gugatan baru tersebut bukan meru-
pakan  perkara' NE BIS IN IDEM (S
Tanusubroto, 1984, 95). ‘ ‘.

Putusan mengenai ganti kerugi-
an ini dengan sendirinya mendapat
kekuatan hukum tetap, apabila pu-
‘tusan pidananya telah mendapatkan
kekuatan hukum tetap. Schingga
apabila terdakwa menyatakan ban-
ding atas putusan pidana yang di-
jatuhkan kepadanya maka putusas

.juga berlaku
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‘mengenai ganti kerugian juga belun¥

dapat dilaksanakan, dalam hal ini
ditingkat kasasi.
Namun sebaliknya pemohon - tidak
bisa mengajukan banding maupun
kasasi apabila terdakwa/terhukum
dalam perkara pidananya tidak
mengajukan banding.

V. Kesimpuhn

'|. Ganti kerugian dan rehabilitasi

yang telah diatur dalam Bab XII
pasal 95 S.D. pasal 97 KUHAP
telah ada peraturan pelaksanaan
yang cukup memadai.

2. Besarnya ganti kerugian yang
dapat diberikan oleh negara re-
latif masih terlalu kecil. ‘

3. Rehabilitasi yang diberikan ke-
pada tersangka/terdakwa atau
terpidana belum begitu berman-
faat.

4. Permintaan ganti kerugian dari
pihak korban, proses penyelesai-
annya dapat digabungkan de-
ngan perkara pidananya.

5. Besarnya ganti rugi yang dapat
diberikan pada pihak korban
tidak diatur secara kusus.
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